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Bab I  PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja 

sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yaitu jangka menengah (lima tahunan) 

dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam 

bentuk Rencana Kerja (Renja).  

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dan perubahan Renja SKPD dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan 

penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur 

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat 

Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam 

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang 

meliputi:  

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, 

kerangka ekonomi daerah dan keuagan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 

berkenaan; dan atau 

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun berjalan sebelumnya harus 

digunakan untuk tahun berjalan.   

Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memandang perlu melakukan 

perubahan pada Renja tahun 2024 dengan mengacu pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 

Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata  Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, KodeFikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kehutanan; 

9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, 

dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; 

10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 27); 

11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor  10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30); 

12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat; 

13) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Renja Perubahan Dinas LH dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan terbaru dan lebih 

actual berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan dalam penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup, dimana akan dilakukan penyesuaian pada target kinerja 

dan kerangka pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan. 

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah untuk mewujudkan 

rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja, 
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serta untuk mencapai harmonisasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera 

Barat pada Tahun 2024. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dan garis besar Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Bab I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Landasan Hukum 

c. Maksud dan Tujuan 

d. Sistematika Penulisan 

2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

a. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 s.d. triwulan II  

b. Permasalahan pelaksanaan renja tahun 2024 s.d. triwulan II 

3. Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4. Bab IV PENUTUP 
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BAB II  EVALUASI RENJA s.d. TRIWULAN II 
TAHUN BERKENAAN 

 
 
 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas LH Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024  

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ditujukan untuk 

mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan 

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra 

Dinas Lingkungan Hidup serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.  

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2024, Dinas LH Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 

11 program, 22 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan perincian: 1 program penunjang urusan (9 

kegiatan dan 27 sub kegiatan) dan 10 program urusan lingkungan hidup (13 kegiatan dan 27 

sub kegiatan). 

Sementara itu alokasi anggaran belanja yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup pada 

tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp30.188.338.857 dan target pendapatan daerah yang 

dibebankan kepada Dinas LH adalah sebesar Rp16.875.000.000 (dari pengelolaan laboratorium 

LH, jasa pengelolaan LB3 pada incinerator dan KJP Pengelolaan Sampah pada TPA Regional 

Solok dan Payakumbuh).  

Komponen pada program penunjang urusan umumnya berada pada dan dikelola oleh 

Sekretariat Dinas. Kegiatan dan sub kegiatan pada program ini pada umumnya bersifat 

pendukung untuk kelancaran dan optimalnya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan 

urusan LH, misalnya seperti penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan gaji dan 

tunjangan ASN, penyediaan logistic/sarana/prasarana/perlengkapan kantor, sumber daya air 

dan listrik, pemeliharaan sarana/prasarana umum dan lain-lain. Sementara itu untuk 10 

program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan urusan lingkungan hidup dikelola/dilaksanakan oleh 

3 bidang dan 3 UPTD. 

Untuk pelaksanaan APBD sampai dengan akhir pekan III Mei tahun 2024, secara ringkas dapat 

disampaikan bahwa kinerja/serapan keuangan baru 20,54% (dari yang ditargetkan sebesar 

36,26%) dengan capaian fisik sebesar 30,37% (dari yang ditargetkan 37,46%). Tingginya deviasi 

antara realisasi keuangan dengan targetnya antara lain disebabkan oleh adanya beberapa sub 

kegiatan yang membutuhkan perubahan perencanaan pada saat pergeseran anggaran. 

Berikut disajikan rincian realisasi fisik dan keuangan untuk masing-masing program, kegiatan 

dan sub kegiatan hingga pekan III Mei 2024, sebagaimana tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.1 Rincian realisasi kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan pekan III Mei 2024 
 
 

Target Realisasi Deviasi Deviasi

Tahapan APBD Kode Rekening Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pagu % % % Rp % Rp % % Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 - 2.11.01 15.036.489.683 58,7 20,67 -38,03 6.832.092.144 45,44 4.347.597.612 28,91 -16,52 10.688.892.071

1,1 - 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

74.280.145 61,44 54,38 -7,06 30.237.000 40,71 9.943.000 13,39 -27,32 64.337.145

1.1.1 APBD AWAL 2.11.01.1.01.000

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.630.645 40,87 32,5 -8,37 28.510.000 40,36 9.943.000 14,08 -26,28 60.687.645

1.1.2 APBD AWAL 2.11.01.1.01.000

6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.649.500 82 76,25 -5,75 1.727.000 47,32 0 0 -47,32 3.649.500

1,2 - 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.817.342.765 45,95 43,52 -2,43 4.625.702.138 42,76 3.586.978.040 33,16 -9,6 7.230.364.725

1.2.1 APBD AWAL 2.11.01.1.02.000

1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.477.722.765 42,7 46,8 4,1 4.506.198.570 43,01 3.511.126.540 33,51 -9,5 6.966.596.225

1.2.2 APBD AWAL 2.11.01.1.02.000

3

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

317.460.000 34,15 38,75 4,6 106.433.568 33,53 65.040.000 20,49 -13,04 252.420.000

1.2.3 APBD AWAL 2.11.01.1.02.000

7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD

22.160.000 61 45 -16 13.070.000 58,98 10.811.500 48,79 -10,19 11.348.500

1,3 - 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.649.500 75,33 12,5 -62,83 145.300.000 96,45 0 0 -96,45 150.649.500

1.3.1 APBD AWAL 2.11.01.1.03.000

2

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 141.000.000 100 5 -95 141.000.000 100 0 0 -100 141.000.000

1.3.2 APBD AWAL 2.11.01.1.03.000

4

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD

9.649.500 50,65 20 -30,65 4.300.000 44,56 0 0 -44,56 9.649.500

1,4 - 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat 

Daerah

1.459.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.459.800

1.4.1 APBD AWAL 2.11.01.1.04.000

2

Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta 

Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

729.900 0 0 0 0 0 0 0 0 729.900

1.4.2 APBD AWAL 2.11.01.1.04.000

3

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi 

Daerah

729.900 0 0 0 0 0 0 0 0 729.900

1,5 - 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 268.250.000 80 17,5 -62,5 232.850.000 86,8 12.692.105 4,73 -82,07 255.557.895

1.5.1 APBD AWAL 2.11.01.1.05.000

2

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 68.250.000 100 15 -85 68.250.000 100 0 0 -100 68.250.000

1.5.2 APBD AWAL 2.11.01.1.05.000

9

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

200.000.000 60 20 -40 164.600.000 82,3 12.692.105 6,35 -75,95 187.307.895

1,6 - 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 925.863.329 54,91 20,23 -34,68 426.263.256 46,04 199.957.190 21,6 -24,44 725.906.139

1.6.1 APBD AWAL 2.11.01.1.06.000

1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

3.662.000 42,5 20 -22,5 1.500.000 40,96 0 0 -40,96 3.662.000

1.6.2 APBD AWAL 2.11.01.1.06.000

2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.213.256 99 8 -91 95.913.256 96,67 0 0 -96,67 99.213.256

No
Data APBD

Fisik Keuangan
Sisa

Target Realisasi
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Target Realisasi Deviasi Deviasi

Tahapan APBD Kode Rekening Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pagu % % % Rp % Rp % % Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.6.3 APBD AWAL 2.11.01.1.06.000

4

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88.243.874 47,1 20 -27,1 40.950.000 46,41 5.916.500 6,7 -39,71 82.327.374

1.6.4 APBD AWAL 2.11.01.1.06.000

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.900.000 70,05 20 -50,05 15.000.000 68,49 3.615.000 16,51 -51,98 18.285.000

1.6.5 APBD AWAL 2.11.01.1.06.000

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

7.120.000 37,1 33,64 -3,46 2.600.000 36,52 1.540.000 21,63 -14,89 5.580.000

1.6.6 APBD AWAL 2.11.01.1.06.000

9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 705.094.199 39 20 -19 270.000.000 38,29 188.885.690 26,79 -11,5 516.208.509

1.6.7 APBD AWAL 2.11.01.1.06.001

0

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 630.000 49,65 20 -29,65 300.000 47,62 0 0 -47,62 630.000

1,7 - 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

158.129.000 100 5 -95 158.129.000 100 0 0 -100 158.129.000

1.7.1 APBD AWAL 2.11.01.1.07.000

6

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 158.129.000 100 5 -95 158.129.000 100 0 0 -100 158.129.000

1,8 - 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.105.695.044 43,5 22,5 -21 876.053.150 41,6 514.976.377 24,46 -17,15 1.590.718.667

1.8.1 APBD AWAL 2.11.01.1.08.000

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.948.500 46,75 32,5 -14,25 5.000.000 45,67 2.972.500 27,15 -18,52 7.976.000

1.8.2 APBD AWAL 2.11.01.1.08.000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 285.000.000 42 20 -22 118.750.000 41,67 47.621.347 16,71 -24,96 237.378.653

1.8.3 APBD AWAL 2.11.01.1.08.000

4

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.809.746.544 41,75 15 -26,75 752.303.150 41,57 464.382.530 25,66 -15,91 1.345.364.014

1,9 - 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

534.820.100 67,22 10,44 -56,78 337.557.600 63,12 23.050.900 4,31 -58,81 511.769.200

1.9.1 APBD AWAL 2.11.01.1.09.000

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

229.270.100 46,1 12,5 -33,6 105.220.100 45,89 21.370.900 9,32 -36,57 207.899.200

1.9.2 APBD AWAL 2.11.01.1.09.000

6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.850.000 36 24,69 -11,31 12.837.500 34,84 1.680.000 4,56 -30,28 35.170.000

1.9.3 APBD AWAL 2.11.01.1.09.000

9

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainny

99.200.000 54 5 -49 50.000.000 50,4 0 0 -50,4 99.200.000

1.9.4 APBD AWAL 2.11.01.1.09.001

0

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

75.000.000 100 5 -95 75.000.000 100 0 0 -100 75.000.000

1.9.5 APBD AWAL 2.11.01.1.09.001

1

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

94.500.000 100 5 -95 94.500.000 100 0 0 -100 94.500.000

No
Data APBD

Fisik Keuangan
Sisa

Target Realisasi
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Target Realisasi Deviasi Deviasi

Tahapan APBD Kode Rekening Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pagu % % % Rp % Rp % % Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 - 2.11.02 503.275.500 29,63 28,37 -1,26 90.885.200 18,06 21.167.000 4,21 -13,85 482.108.500

2,1 - 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Provinsi

36.495.000 25,57 29,38 3,81 9.333.400 25,57 5.490.000 15,04 -10,53 31.005.000

2.1.1 APBD AWAL 2.11.02.1.01.000

2

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 36.495.000 25,57 29,38 3,81 9.333.400 25,57 5.490.000 15,04 -10,53 31.005.000

2,2 - 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Provinsi

466.780.500 33,69 27,36 -6,32 81.551.800 17,47 15.677.000 3,36 -14,11 451.103.500

2.2.1 APBD AWAL 2.11.02.1.02.000

2

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 430.285.500 14,47 17,85 3,38 62.247.300 14,47 6.982.000 1,62 -12,85 423.303.500

2.2.2 APBD AWAL 2.11.02.1.02.000

5

Pembinaan Penyelenggaraan KLHS 36.495.000 52,9 36,88 -16,03 19.304.500 52,9 8.695.000 23,83 -29,07 27.800.000

3 - 2.11.03 1.589.594.422 29 28,33 -0,67 585.048.044 36,8 177.019.296 11,14 -25,67 1.412.575.126

3,1 - 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan 

Hidup

1.532.295.422 40 36,65 -3,35 584.709.244 38,16 177.019.296 11,55 -26,61 1.355.276.126

3.1.1 APBD AWAL 2.11.03.1.01.000

2

Koordinasi, singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian 

Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan 

Iklim

59.202.000 35,75 41,78 6,03 21.169.200 35,76 7.720.000 13,04 -22,72 51.482.000

3.1.2 APBD AWAL 2.11.03.1.01.000

9

Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup 

terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut

376.627.000 31,92 37,19 5,27 120.242.050 31,93 11.630.000 3,09 -28,84 364.997.000

3.1.3 APBD AWAL 2.11.03.1.01.001

2

Penyusunan dokumen Lingkungan Hidup Daerah 126.925.500 53,34 45 -8,34 67.707.500 53,34 10.551.000 8,31 -45,03 116.374.500

3.1.4 APBD AWAL 2.11.03.1.01.001

5

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 969.540.922 39 22,64 -16,36 375.590.494 38,74 147.118.296 15,17 -23,57 822.422.626

3,2 - 2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup

57.299.000 18 20 2 338.800 0,59 0 0 -0,59 57.299.000

3.2.1 APBD AWAL 2.11.03.1.03.000

9

Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi 57.299.000 18 20 2 338.800 0,59 0 0 -0,59 57.299.000

4 - 2.11.04 76.079.640 21,33 15 -6,33 15.270.200 20,07 0 0 -20,07 76.079.640

4,1 - 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 76.079.640 21,33 15 -6,33 15.270.200 20,07 0 0 -20,07 76.079.640

4.1.1 APBD AWAL 2.11.04.1.01.000

6

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam 

pengelolaan keanekaragaman Hayati lainnya

43.794.000 13,04 15 1,96 5.708.800 13,04 0 0 -13,04 43.794.000

4.1.2 APBD AWAL 2.11.04.1.01.000

9

Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati lainnya 32.285.640 29,61 15 -14,61 9.561.400 29,62 0 0 -29,62 32.285.640

5 - 2.11.05 4.453.085.807 25,9 23,44 -2,46 136.742.100 3,07 55.147.668 1,24 -1,83 4.397.938.139

5,1 - 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4.453.085.807 25,9 23,44 -2,46 136.742.100 3,07 55.147.668 1,24 -1,83 4.397.938.139

5.1.1 APBD AWAL 2.11.05.1.01.000

1

Fasilitas Pemenuhan Komitmen izin pengumpulan Limbah 

B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

21.897.000 39,79 20 -19,79 8.713.000 39,79 2.540.000 11,6 -28,19 19.357.000

5.1.2 APBD AWAL 2.11.05.1.01.000

2.0003

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan 

Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, 

Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

[UPTD - UPTD PLB3M]

4.431.188.807 12 26,88 14,88 128.029.100 2,89 52.607.668 1,19 -1,7 4.378.581.139

No
Data APBD

Fisik Keuangan
Sisa

Target Realisasi
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Target Realisasi Deviasi Deviasi

Tahapan APBD Kode Rekening Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pagu % % % Rp % Rp % % Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 - 2.11.06 220.038.500 38,75 28,93 -9,82 81.045.450 36,83 19.010.100 8,64 -28,19 201.028.400

6,1 - 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

220.038.500 38,75 28,93 -9,82 81.045.450 36,83 19.010.100 8,64 -28,19 201.028.400

6.1.1 APBD AWAL 2.11.06.1.01.000

1

Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau Izin PPLH

82.606.500 46,37 20 -26,37 38.294.950 46,36 255.000 0,31 -46,05 82.351.500

6.1.2 APBD AWAL 2.11.06.1.01.000

6

Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan 

Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan 

Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

137.432.000 31,12 37,86 6,74 42.750.500 31,11 18.755.100 13,65 -17,46 118.676.900

7 - 2.11.07 76.546.500 82,61 15 -67,61 67.563.400 88,26 0 0 -88,26 76.546.500

7,1 - 2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

25.828.971 65,22 15 -50,22 16.845.871 65,22 0 0 -65,22 25.828.971

7.1.1 APBD AWAL 2.11.07.1.01.000

1

Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi 

Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan 

PPLH

25.828.971 65,22 15 -50,22 16.845.871 65,22 0 0 -65,22 25.828.971

7,2 - 2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan 

PPLH

50.717.529 100 15 -85 50.717.529 100 0 0 -100 50.717.529

7.2.1 APBD AWAL 2.11.07.1.02.000

1

Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 

Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

50.717.529 100 15 -85 50.717.529 100 0 0 -100 50.717.529

8 - 2.11.08 1.315.980.000 65,55 12,5 -53,05 430.531.850 32,72 62.304.800 4,73 -27,98 1.253.675.200

8,1 - 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Provinsi

1.315.980.000 65,55 12,5 -53,05 430.531.850 32,72 62.304.800 4,73 -27,98 1.253.675.200

8.1.1 APBD AWAL 2.11.08.1.01.000

2

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 1.173.247.500 26,64 0 -26,64 312.520.000 26,64 6.790.000 0,58 -26,06 1.166.457.500

8.1.2 APBD AWAL 2.11.08.1.01.000

3

Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan 

Hidup Tingkat Daerah Provinsi

36.495.000 43,16 20 -23,16 15.749.350 43,15 2.280.000 6,25 -36,9 34.215.000

8.1.3 APBD AWAL 2.11.08.1.01.000

4

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan 

Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

54.742.500 98,3 15 -83,3 53.812.500 98,3 26.130.000 47,73 -50,57 28.612.500

8.1.4 APBD AWAL 2.11.08.1.01.000

5

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga 

pendidikan formal/lembaga 

masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

51.495.000 94,09 15 -79,09 48.450.000 94,09 27.104.800 52,64 -41,45 24.390.200

9 - 2.11.09 134.117.344 87,09 29,38 -57,72 116.807.344 87,09 40.553.160 30,24 -56,86 93.564.184

9,1 - 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 

Provinsi

134.117.344 87,09 29,38 -57,72 116.807.344 87,09 40.553.160 30,24 -56,86 93.564.184

9.1.1 APBD AWAL 2.11.09.1.01.000

1

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

134.117.344 87,09 29,38 -57,72 116.807.344 87,09 40.553.160 30,24 -56,85 93.564.184

No
Data APBD

Fisik Keuangan
Sisa

Target Realisasi
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Target Realisasi Deviasi Deviasi

Tahapan APBD Kode Rekening Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pagu % % % Rp % Rp % % Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 - 2.11.10 277.899.754 24,64 30,94 6,3 77.841.100 28,01 15.799.600 5,69 -22,33 262.100.154

10,1 - 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Provinsi

277.899.754 24,64 30,94 6,3 77.841.100 28,01 15.799.600 5,69 -22,33 262.100.154

10.1.

1

APBD AWAL 2.11.10.1.01.000

3

Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan 

Provinsi

84.801.754 24,28 41,88 17,6 20.683.500 24,39 1.079.000 1,27 -23,12 83.722.754

10.1.

2

APBD AWAL 2.11.10.1.01.000

7

Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provin

193.098.000 25 20 -5 57.157.600 29,6 14.720.600 7,62 -21,98 178.377.400

11 - 2.11.11 6.505.231.707 60,34 20,85 -39,49 2.511.880.041 38,61 1.018.007.171 15,65 -22,96 5.487.224.536

11,1 - 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 6.505.231.707 60,34 20,85 -39,49 2.511.880.041 38,61 1.018.007.171 15,65 -22,96 5.487.224.536

11.1.

1

APBD AWAL 2.11.11.1.01.000

2.0002

Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional 

[UPTD - UPTD Persampahan]

5.177.115.365 34,35 20,88 -13,47 1.767.770.600 34,15 837.908.885 16,18 -17,97 4.339.206.480

11.1.

2

APBD AWAL 2.11.11.1.01.000

3.0002

Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 

[UPTD - UPTD Persampahan]

1.271.682.707 55 32,5 -22,5 700.188.041 55,06 166.478.286 13,09 -41,97 1.105.204.421

11.1.

3

APBD AWAL 2.11.11.1.01.000

5.0002

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan 

Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

[UPTD - UPTD Persampahan]

24.732.635 52 20 -32 12.220.400 49,41 0 0 -49,41 24.732.635

11.1.

4

APBD AWAL 2.11.11.1.01.001

4

Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan 

pengelolaan sampah di kabupaten/kota

31.701.000 100 10 -90 31.701.000 100 13.620.000 42,96 -57,04 18.081.000

30.188.338.857 2770,38 1205,708 -- 10.945.706.873 2708,255 5.756.606.407 603,66 - 24.431.732.450

-- 51,3 22,33 -28,98 -17,19 --

Total

Pencapaian 36,26 19,07

No
Data APBD

Fisik Keuangan
Sisa

Target Realisasi
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Selanjutnya hasil pelaksanaan Renja DLH Tahun anggaran 2024 s.d. akhir pekan III Mei 2024 

dapat dilihat pada tabel 2-2 berikut ini.  
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Tabel. 2.2 
REKAPITULASI EVALUASI  HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 s.d. AKHIR TRIWULAN II 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, DLH mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan 

Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan beberapa fungsi sebagai 

berikut: 

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi 

kewenangan daerah; 

2. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi 

kewenangannya;  

3. penyelenggaraan administrasi Dinas;  

4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup; dan  

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKU 

(Indikator Kinerja Utama). Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari IKU 

berdasarkan cascading yang telah ditetapkan. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran 

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.3 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 s.d. 

Akhir TW I 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

1 Terwujudnya penaatan 

lingkungan hidup 

Persentase K/R/P dan kegiatan 

yang dilengkapi kajian dan 

kelayakan lingkungan   

120 110 

2 Terkendalinya 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

hidup 

Persentase penurunan beban 

pencemaran 

2,5 - 

Persentase penurunan beban 

kerusakan lingkungan yang dapat 

dipulihkan 

0,05 - 

3 Terwujudnya optimalisasi 

pengolahan sampah dan 

limbah B3 

Persentase penanganan sampah 52,5 - 

Persentase pengurangan sampah 16 - 

Jumlah Limbah B3 yang dikelola 

(ton/tahun) 

316.160 - 

4 Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

organisasi 

Nilai akuntabilitas kinerja OPD 81 - 

5 Meningkatnya tata kelola 

organisasi 

Tingkat Kepuasan terhadap 

Pelayanan Organisasi 

88 - 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 5 sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Barat,  baru ada 1 sasaran yang sudah ada realisasinya sampai dengan akhir 

triwulan I 2024, yaitu sasaran Terwujudnya penaatan lingkungan hidup (sasaran no. 1), dengan 

indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan 

lingkungan, dimana dari 120% ditargetkan, pada akhir TW I sudah berhasil dicapai sebesar 

110% (pencapaian 91,6%). Tingginya pencapaian sasaran nomor 1 ini antara lain disebabkan 

meningkatnya kesadaran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan 

dokumen perencanaan/kajian lingkungan dan dokumen lingkungan, yang mana dokumen-

dokumen kajian/perencanaan lingkungan ini menjadi pra syarat wajib dalam pengesahan 

dokumen perencanaan daerah dan dalam penerbitan persetujuan/izin lingkungan Untuk 

dokumen lingkungan).  

Adapun untuk 3 sasaran di bawahnya, yaitu sasaran nomor 2, 3 dan 5, sampai akhir TW I tahun 

2024 belum dapat diukur pencapaiannya, karena untuk perhitungannya membutuhkan data-

data yang harus didapatkan hingga akhir tahun. Sasaran nomor 4 baru dapat diketahui 

realisasinya pada triwulan III karena sampai dengan akhir TW II hasil penilaian dari Inspektorat 

belum didapatkan secara resmi. 
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 
 

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka selanjutnya dapat 

dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, 

untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam 

rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 

Merujuk kepada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021 – 2026 dan Renstra 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026, telah dirumuskan isu strategis 

berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah:  

1. Pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan 

infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan 

penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas 

perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah 

tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata 

ruang yang buruk. 

2. Persampahan dan limbah B3. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan 

jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), 

aktifitas fasyankes, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, 

isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program 

pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan 

sampah dan tidak adanya penegakan hukum. 

3. lih fungsi dan kerusakan lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat 

dari beberapa faktor, antara lain akibat aktifitas pertambangan, peningkatan jumlah 

kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, 

investasi ekstraktif, politik ekonomi tidak pro konservasi, industrialisasi skala besar dan 

kebijakan pemerintah yang mendukung, misal kebijakan pembangunan 1 juta rumah 

bersubsidi. 

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. 

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Sumatera Barat.  
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Bab III RENCANA KERJA DAN 
PENDANAAN PERANGKAT 
DAERAH 

 

 

Dalam rangka merespon dan menjawab isu dan permasalahan dalam urusan lingkungan hidup, maka 

ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas LH Tahun 2021 – 2026 sesuai dokumen RPJMD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah: 

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas; dan 

2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani. 

Untuk mewujudkan capaian tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis seperti tercantum 

di dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026. Namun 

demikian, setelah mengamati perkembangan pencapaian targetnya dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 

ini, beberapa indikator sasaran disesuaikan targetnya mengingat adanya perkembangan terbaru dan 

dinamika kondisi di lapangan, yang dapat digambarkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1. Persandingan antara target masing-masing indikator sasaran pada renstra dengan realisasi 

tahun 2023 dan rencana perubahan target pada tahun 2024 

No. Sasaran Indikator 

Target pada 

Dokumen Rentra 

untuk Tahun 

2024 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Target tahun 

2024 

(Perubahan) 

1 Terwujudnya 

penataan 

lingkungan 

hidup 

persentase K/R/P dan 

kegiatan yang dilengkapi 

kajian dan kelayakan 

lingkungan 

93 107,94 53,85 

2 Terkendalinya 

pencemaran 

dan kerusakan 

lingkungan 

hidup 

persentase penurunan 

beban pencemaran 

2,5 2,74 2,5 

Persentase kerusakan 

lingkungan yang dapat 

dipulihkan 

0,05 0,15 0,05 

3 Terwujudnya 

Optimalisasi 

Pengolahan 

Sampah dan 

Limbah B3 

persentase  penanganan 

sampah 

60 52,06 52,5 

persentase  pengurangan 

sampah 

21 16,51 16 

jumlah limbah B3 yang 

dikelola  (ton/tahun) 

316160 313914 316160 

4 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Organisasi 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

OPD 

78,4 80,96 81 

5 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
internal  
organisasi 

Tingkat kepuasan terhadap 

layanan Organisasi 

88 88,68 89 

 

Untuk pencapaian target tersebut, dan berdasarkan analisis pada Bab II sebelumnya, Dinas 

Lingkungan hidup merencanakan perubahan anggaran, sebagaimana tabel 3.2 berikut: 



PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2025 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.376.570.000,00 18.314.078.421,00 19.894.872.676,00 4.518.302.676,00 14.809.374.000,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

15.376.570.000,00 18.314.078.421,00 19.894.872.676,00 4.518.302.676,00 14.809.374.000,00

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

15.376.570.000,00 18.314.078.421,00 19.894.872.676,00 4.518.302.676,00 14.809.374.000,00

1. 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

- - - 13.393.359.000,00 15.036.489.683,00 16.484.523.938,00 -365.359.000,00 13.028.000.000,00

2.11.01.1.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

- - - 53.798.400,00 74.280.145,00 67.825.500,00 14.027.100,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 105.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen 48.798.400,00 70.630.645,00 64.176.000,00 15.377.600,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

100.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

3 Laporan 3 Laporan 5.000.000,00 3.649.500,00 3.649.500,00 -1.350.500,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

5.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

- - - 9.701.000.000,00 10.817.342.765,00 11.293.042.765,00 1.592.042.765,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 9.685.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

78 Orang/
Bulan

78 Orang/
Bulan

9.350.000.000,00 10.477.722.765,00 10.877.722.765,00 1.527.722.765,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

9.300.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

50
Dokumen

50
Dokumen

350.000.000,00 317.460.000,00 390.320.000,00 40.320.000,00 Kota Bukittinggi,
Guguak Panjang,
Benteng Pasar
Atas
Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

350.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 22.160.000,00 25.000.000,00 24.000.000,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

35.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

- - - 146.000.000,00 150.649.500,00 156.000.000,00 10.000.000,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 140.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 141.000.000,00 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

115.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
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Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, Pengawasan,
dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD

2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 9.649.500,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

25.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah

- - - 2.000.000,00 1.459.800,00 0,00 -2.000.000,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 2.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Analisis serta
Pengembangan Retribusi
Daerah dan Kebijakan
Retribusi Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 729.900,00 0,00 -1.000.000,00 - PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

1.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Retribusi Daerah

1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 729.900,00 0,00 -1.000.000,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

1.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

- - - 218.250.000,00 268.250.000,00 259.764.000,00 41.514.000,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 200.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan 

1 Paket 2 Paket 68.250.000,00 68.250.000,00 111.604.000,00 43.354.000,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan 

40 Orang 40 Orang 150.000.000,00 200.000.000,00 148.160.000,00 -1.840.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

200.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

- - - 451.273.410,00 925.863.329,00 1.258.081.649,00 806.808.239,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 461.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

5 Paket 5 Paket 5.000.000,00 3.662.000,00 5.000.000,00 0,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

5.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

5 Paket 5 Paket 40.000.000,00 99.213.256,00 170.143.256,00 130.143.256,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

40.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

4 Paket 4 Paket 100.000.000,00 88.243.874,00 88.243.874,00 -11.756.126,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

75.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

5 Paket 5 Paket 30.000.000,00 21.900.000,00 36.900.000,00 6.900.000,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

30.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 7.120.000,00 7.120.000,00 -2.880.000,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

10.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

- 10 Laporan 0,00 0,00 4.860.000,00 4.860.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

35 Laporan 35 Laporan 265.273.410,00 705.094.199,00 945.814.519,00 680.541.109,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

300.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 630.000,00 0,00 -1.000.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

1.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

- - - 34.976.700,00 158.129.000,00 319.954.680,00 284.977.980,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 100.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

4 Unit 4 Unit 34.976.700,00 158.129.000,00 319.954.680,00 284.977.980,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

100.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

- - - 2.124.999.890,00 2.105.695.044,00 2.105.695.044,00 -19.304.846,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 1.805.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 10.948.500,00 10.948.500,00 -4.051.500,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

20.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

4 Laporan 4 Laporan 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

285.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 1.824.999.890,00 1.809.746.544,00 1.809.746.544,00 -15.253.346,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun
Kota
Payakumbuh,
Payakumbuh
Selatan, Kapalo
Koto
Ampangan
Kota Solok,
Tanjung
Harapan, Laing

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

1.500.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
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2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- - - 661.060.600,00 534.820.100,00 1.024.160.300,00 363.099.700,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 530.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

8 Unit 8 Unit 300.000.000,00 229.270.100,00 304.270.100,00 4.270.100,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

200.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara 

20 Unit 20 Unit 50.000.000,00 36.850.000,00 51.190.200,00 1.190.200,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

50.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2 Unit 2 Unit 147.677.600,00 99.200.000,00 299.200.000,00 151.522.400,00 Kota Padang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

100.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

28 Unit 28 Unit 33.383.000,00 75.000.000,00 225.000.000,00 191.617.000,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

30.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit 130.000.000,00 94.500.000,00 144.500.000,00 14.500.000,00 Kota Padang,
Padang Utara,
Gunung Pangilun

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

150.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2. 2.11.02 PROGRAM Perencanaan
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase kesesuaian
antara dokumen rencana
dengan implementasi

100 % 100 % 525.000.000,00 503.275.500,00 467.521.100,00 -297.682.000,00 227.318.000,00

2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH) Provinsi

Persentase pengendalian
dan pelaksanaan RPPLH
Provinsi

100 % 100 % 50.000.000,00 36.495.000,00 36.495.000,00 -13.505.000,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 150.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi

Jumlah Dokumen Telaahan
Kebijakan yang telah
Mengakomodir RPPLH
Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 36.495.000,00 36.495.000,00 -13.505.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

150.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Provinsi

Jumlah KLHS yang
terintegrasi dalam dokumen
perencanaan daerah

1 dokumen 1 dokumen 475.000.000,00 466.780.500,00 431.026.100,00 -43.973.900,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 77.318.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Jumlah Dokumen KLHS
RPJPD/RPJMD Provinsi
yang Disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 425.000.000,00 430.285.500,00 394.531.100,00 -30.468.900,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

25.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.02.1.02.0005 Pembinaan Penyelenggaraan KLHS
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Jumlah KLHS yang disusun
oleh kabupaten/kota yang
dilakukan pembinaan

5 Dokuman 5 Dokuman 50.000.000,00 36.495.000,00 36.495.000,00 -13.505.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen KLHS
Rencana Tata Ruang
Provinsi yang Terintegrasi
dengan Perencanaan Darat
dan Laut yang Disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

52.318.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

3. 2.11.03 PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase cakupan objek
pencemar dan perusak
lingkungan yang
dikendalikan

70 % 70 % 585.000.000,00 620.053.500,00 620.053.500,00 10.000.000,00 595.000.000,00

2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkugan Hidup

Persentase sumber
pencemaran/kerusakan yang
diawasi dalam rangka
pencegahan
pencemaran/kerusakan

100 % 100 % 575.000.000,00 562.754.500,00 562.754.500,00 -12.245.500,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 580.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Inventarisasi GRK dari sektor
lingkungan hidup yang
Dilaksanakan

1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 59.202.000,00 59.202.000,00 -40.798.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

150.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Data dan informasi indeks
kualitas lingkungan hidup
(Iindeks Kualitas Air, Indeks
Kualitas Udara, Indeks
Kualitas Lahan, Indeks
Kualitas Ekosistem Gambut
dan Indeks Kualitas Air Laut)

19 Lokasi 19 Lokasi 350.000.000,00 376.627.000,00 376.627.000,00 26.627.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

430.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah

Jumlah dokumen status
lingkungan hidup daerah
yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 126.925.500,00 126.925.500,00 1.925.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Persentase pemulihan
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan yang
dilakukan

0,002 % 0,002 % 10.000.000,00 57.299.000,00 57.299.000,00 47.299.000,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 15.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi

jumlah kegiatan koordinasi
dan sinkronisasi rehabilitasi
lintas kabupaten/kota yang
dilaksanakan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 10.000.000,00 57.299.000,00 57.299.000,00 47.299.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

15.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

4. 2.11.04 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

Jumlah kab/kota yang telah
terdata potensi dan
pemanfaatan
keanekaragaman hayatinya

19 Kabupa
ten/Kota

19 Kabupa
ten/Kota

114.396.000,00 76.079.640,00 76.079.640,00 29.931.000,00 144.327.000,00

2.11.04.1.01 Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Provinsi

Luas kawasan
keanekaragaman hayati
provinsi yang dikelola

25 ha 25 ha 114.396.000,00 76.079.640,00 76.079.640,00 -38.316.360,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 144.327.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Jumlah Orang yang
Meningkat Kapasitasnya
dalam Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati

100 Orang 50 Orang 60.000.000,00 43.794.000,00 43.794.000,00 -16.206.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

60.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
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Unit Taman Kehati di Luar
Kawasan Hutan yang
Dikelola Lingkup
Kewenangan Provinsi

4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

25.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Unit taman Kehati lainnya
yang Dikelola Lingkup
Kewenangan Provinsi

3 Unit 3 Unit 54.396.000,00 32.285.640,00 32.285.640,00 -22.110.360,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

59.327.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

5. 2.11.05 PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase penanganan
Limbah B3

100 % 100 % 30.000.000,00 21.897.000,00 21.897.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00

2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Persentase pemenuhan
ketentuan pengelolaan
limbah B3 oleh usaha
dan/atau kegiatan 
pengumpulan limbah B3
skala provinsi

75 % 75 % 30.000.000,00 21.897.000,00 21.897.000,00 -8.103.000,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 80.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Fasilitasi
Persetujuan/Izin
Pengumpulan Limbah B3
lintas Kabupaten/Kota dalam
Satu Provinsi yang
Dilaksanakan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 21.897.000,00 21.897.000,00 -8.103.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

80.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

6. 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Persentase cakupan izin
lingkungan dan izin PPLH
yang dapat dibina dan
diawasi

50 % 50 % 180.000.000,00 220.038.500,00 273.288.500,00 -80.000.000,00 100.000.000,00

2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan
Izin Lingkungan dan Izin
PPLH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi

Persentase tingkat ketaatan
usaha dan/atau kegiatan dari
jumlah yang diawasi

70 % 70 % 180.000.000,00 220.038.500,00 273.288.500,00 93.288.500,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 100.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Jumlah Rekomendasi
dan/atau Persetujuan teknis,
Persetujuan Lingkungan, dan
Surat Kelayakan operasi
yang diberikan

15
Dokumen

15
Dokumen

95.000.000,00 82.606.500,00 125.206.500,00 30.206.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

25.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Jumlah PPLHD yang
ditingkatkan kapasitasnya

40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

- - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah Badan usaha
dan/atau kegiatan yang
diawasi

10 Badan
Usaha

15 Badan
Usaha

85.000.000,00 137.432.000,00 148.082.000,00 63.082.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

75.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

7. 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN
KEBERADAAN Masyarakat
HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN
HAK MHA YANG TERKAIT
DENGAN PPLH

Persentase pemenuhan
data MHA dan hak MHA
yang terkait dengan PPLH

100 % 100 % 70.387.000,00 76.546.500,00 76.546.500,00 -18.217.000,00 52.170.000,00

2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan
Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
yang terkait dengan PPLH

Jumlah calon MHA yang
dilakukan identifikasi,
verifikasi dan validasi subjek
dan objek Masyarakat
Hukum Adat sebagai bagian
dari proses pengukuhan

3 kelompok
masyarakat

3 kelompok
masyarakat

35.387.000,00 25.828.971,00 25.828.971,00 -9.558.029,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 37.170.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.07.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
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Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH

1 Dokumen 1 Dokumen 35.387.000,00 25.828.971,00 25.828.971,00 -9.558.029,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

37.170.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA
dan Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA yang terkait
dengan PPLH

Jumlah kelompok MHA yang
diberikan penyuluhan/pelatih
an/bimbingan teknis atau
kegiatan sejenis lainnya

1 kelompok
masyarakat

1 kelompok
masyarakat

35.000.000,00 50.717.529,00 50.717.529,00 15.717.529,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 15.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Jumlah Dokumen
Kelembagaan MHA, Kearifan
Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH yang
dilakukan Pemberdayaan,
Kemitraan, Pendampingan
dan Penguatan

1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 50.717.529,00 50.717.529,00 15.717.529,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

15.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

8. 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

Persentase lembaga
kemasyarakatan tingkat
provinsi yang telah
mengikuti
pendidikan/pelatihan dan
penyuluhan lingkungan
hidup

75 % 75 % 200.000.000,00 1.315.980.000,00 1.431.244.400,00 140.977.000,00 340.977.000,00

2.11.08.1.01 Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Lembaga
KeMasyarakatan Tingkat
Daerah Provinsi

Jumlah Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Provinsi

6 kali 6 kali 200.000.000,00 1.315.980.000,00 1.431.244.400,00 1.231.244.400,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 340.977.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 

Jumlah Pendampingan
Pembinaan Gerakan Peduli
dan Berbudaya Lingkungan
Hidup yang Dilaksanakan

12
Dokumen

12
Dokumen

25.000.000,00 1.173.247.500,00 923.247.500,00 898.247.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

155.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.08.1.01.0003 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku
Usaha/Kegiatan yang Terlibat

50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 36.495.000,00 401.759.400,00 351.759.400,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

105.977.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan
Kesadaran Keluarga Dalam
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup dan
Kawasan Pemukiman Yang
Sehat

0 Keluarga 0 Keluarga 75.000.000,00 54.742.500,00 54.742.500,00 -20.257.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

Jumlah lembaga pendidikan
formal/lembaga masyarakat/k
omunitas/kelompok
masyarakat yang meningkat
kapasitas dan
kompetensinya terkait PPLH

2 Lembaga 2 Lembaga 50.000.000,00 51.495.000,00 51.495.000,00 1.495.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

80.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

9. 2.11.09 PROGRAM
PENGHARGAAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

Persentase peningkatan
jumlah masyarakat yang
mendapatkan penghargaan
di bidang lingkungan hidup

10 % 10 % 103.764.000,00 134.117.344,00 134.117.344,00 3.670.000,00 107.434.000,00

2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan
Lingkungan Hidup Tingkat
Daerah Provinsi

Jumlah penghargaan
lingkungan hidup tingkat
provinsi

11 penghar
gaan

11 penghar
gaan

103.764.000,00 134.117.344,00 134.117.344,00 30.353.344,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 107.434.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantrophi yang
Dinilai Kinerjanya dalam
rangka PPLH

1 Entitas 1 Entitas 103.764.000,00 134.117.344,00 134.117.344,00 30.353.344,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

107.434.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

10. 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pengaduan
masyarakat yang dapat
diselesaikan

90 % 90 % 124.664.000,00 277.899.754,00 277.899.754,00 9.484.000,00 134.148.000,00
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2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) Provinsi

Persentase pengaduan
lingkungan hidup yang
diselesaikan sesuai
kewenangan dari jumlah
pengaduan yang diterima

90 % 90 % 124.664.000,00 277.899.754,00 277.899.754,00 153.235.754,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 134.148.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi

Jumlah penerapan sanksi
administratif yang dikenakan
kepada penanggung jawab
usaha/kegiatan yang tidak
taat dan menjadi
kewenangan Provinsi

5 Perkara 4 Perkara 49.664.000,00 84.801.754,00 84.801.754,00 35.137.754,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

20.489.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

Jumlah pengaduan
permasalahan Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan
Hidup tingkat Provinsi yang
ditindaklanjuti/ditangani

10
Pengaduan

20
Pengaduan

75.000.000,00 193.098.000,00 193.098.000,00 118.098.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

113.659.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

11. 2.11.11 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

- - - 50.000.000,00 31.701.000,00 31.701.000,00 -50.000.000,00 0,00

2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di
TPA/TPST Regional

- - - 50.000.000,00 31.701.000,00 31.701.000,00 -18.299.000,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil
koordinasi, sinkronisasi dan
pemantauan pelaksanaan
pengelolaan sampah di
kabupaten/kota

1 Dokuman 1 Dokuman 50.000.000,00 31.701.000,00 31.701.000,00 -18.299.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

UPTD PERSAMPAHAN 4.144.048.000,00 6.473.530.707,00 6.468.470.707,00 2.324.422.707,00 4.045.000.000,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

4.144.048.000,00 6.473.530.707,00 6.468.470.707,00 2.324.422.707,00 4.045.000.000,00

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

4.144.048.000,00 6.473.530.707,00 6.468.470.707,00 2.324.422.707,00 4.045.000.000,00

1. 2.11.11 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Persentase pengelolaan
sampah di Sumatera Barat

70 % 70 % 4.144.048.000,00 6.473.530.707,00 6.468.470.707,00 -99.048.000,00 4.045.000.000,00

2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di
TPA/TPST Regional

Persentase sampah terkelola
di TPA/TPST Regional

100 % 100 % 4.144.048.000,00 6.473.530.707,00 6.468.470.707,00 2.324.422.707,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 4.045.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional

Jumlah Sampah dan Residu
yang Terproses akhir di
TPA/TPST Regional

85000 Ton 85000 Ton 2.847.329.617,00 5.177.115.365,00 4.577.115.365,00 1.729.785.748,00 Kab. Solok,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota
Payakumbuh,
Payakumbuh
Barat, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional

Jumlah Fasilitasi TPA/TPST
Regional yang Beroperasi
dan Terpelihara dengan baik

2 Unit 2 Unit 1.252.670.383,00 1.271.682.707,00 1.866.622.707,00 613.952.324,00 Kota
Payakumbuh,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kota Solok,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

4.000.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Penanganan
Sampah di TPA/TPST
Regional yang Dilaksanakan

1 Dokumen 1 Dokumen 44.048.000,00 24.732.635,00 24.732.635,00 -19.315.365,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

45.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 1.216.683.000,00 969.540.922,00 969.540.922,00 -247.142.078,00 1.500.000.000,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1.216.683.000,00 969.540.922,00 969.540.922,00 -247.142.078,00 1.500.000.000,00
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2.11 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

1.216.683.000,00 969.540.922,00 969.540.922,00 -247.142.078,00 1.500.000.000,00

1. 2.11.03 PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

- - - 1.216.683.000,00 969.540.922,00 969.540.922,00 283.317.000,00 1.500.000.000,00

2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkugan Hidup

- - - 1.216.683.000,00 969.540.922,00 969.540.922,00 -247.142.078,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 1.500.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

Jumlah pengujian yang
dilaksanakan oleh
laboratorium lingkungan

115
Dokumen

115
Dokumen

1.216.683.000,00 969.540.922,00 969.540.922,00 -247.142.078,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

1.500.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS 2.100.930.000,00 4.431.188.807,00 2.085.856.424,00 -15.073.576,00 198.400.000,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.100.930.000,00 4.431.188.807,00 2.085.856.424,00 -15.073.576,00 198.400.000,00

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

2.100.930.000,00 4.431.188.807,00 2.085.856.424,00 -15.073.576,00 198.400.000,00

1. 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

- - - 0,00 0,00 198.400.000,00 198.400.000,00 198.400.000,00

2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- - - 0,00 0,00 198.400.000,00 198.400.000,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 198.400.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

- 1 Unit 0,00 0,00 198.400.000,00 198.400.000,00 Kota Padang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

198.400.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2. 2.11.05 PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase penanganan
Limbah B3

100 % 100 % 2.100.930.000,00 4.431.188.807,00 1.887.456.424,00 -2.100.930.000,00 0,00

2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Persentase pemenuhan
ketentuan pengelolaan
limbah B3 oleh usaha
dan/atau kegiatan 
pengumpulan limbah B3
skala provinsi

75 % 75 % 2.100.930.000,00 4.431.188.807,00 1.887.456.424,00 -213.473.576,00 - Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

- 0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah B3
dengan Pemerintah dalam
rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan,
dan/atau Penimbunan Yang
Bukan Kewenangan Provinsi
Serta Pelaksanaan
Pengumpulan Limbah B3
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi yang
Sesuai Kewenangannya

1 Dokumen 1 Dokumen 2.100.930.000,00 4.431.188.807,00 1.887.456.424,00 -213.473.576,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

0,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

J U M L A H 15.376.570.000,00 18.314.078.421,00 19.894.872.676,00 4.518.302.676,00 14.809.374.000,00
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Bab IV  PENUTUP 
 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 disusun 

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan 

Rencana Kerja ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum perubahan 

anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menyusun 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi perangkat daerah di tahun 

anggaran 2024. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini 

diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi 

pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-

masing aparatur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.   
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